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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

       Sejarah hukum pemerintahan di daerah sejak kemerdekaan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) menunjukkan adanya perubahan-perubahan pengaturan 

pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja kecamatan. Dalam kurun waktu 

berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Daerah, hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 

tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, belum ada kepastian hukum tentang 

status dan nama kecamatan sebagai organisasi pemerintahan di daerah yang berada 

setingkat di bawah daerah kabupaten/kota. Status dan nama kecamatan dalam kurun 

waktu tersebut berbeda-beda bagi setiap daerah kabupaten/kota. Kecamatan pada saat 

itu diberi status sebagai Daerah Tingkat III yang memiliki wilayah pemerintahan 

sendiri dengan sebutan atau nama yang berbeda yaitu Kotapraja atau Kecamatan. 

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Di Daerah, hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015, kecamatan itu sudah memiliki kepastian hukum baik 

dari segi nama organisasinya yaitu kecamatan, dan dari segi status organisasinya yaitu 

sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Kecamatan tidak lagi bersifat sebagai 

wilayah  pemerintahan tersendiri yang terpisah wilayah pemerintahan kabupaten/kota, 

tetapi kecamatan merupakan bagian dari organisasi pemerintah daerah kabupaten/kota 

yang disebut perangkat daerah kabupaten/kota. Dengan kata lain, kecamatan itu bukan 
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wilayah administrasi pemerintahan tetapi perangkat daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. 

       Latar belakang pembentukan kecamatan pada prinsipnya adalah adanya keinginan 

pemerintah untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat 

dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Wujud dari keinginan 

pemerintah itu adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

pemerintah daerah kabupaten yang diserahkan kepada kecamatan. Oleh karena itu,  

pembentukan kecamatan selalu terkait dengan pembentukan susunan organisasi dan 

tata kerja dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang didasarkan pada 

sistem pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

kabupaten/kota. Keterkaitannya itu menunjukkan bahwa kecamatan sebagai perangkat 

daerah merupakan salah satu pilar penyelenggara pemerintahan daerah 

kabupaten/kota.  

       Pembagian kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut 

diselaraskan dengan prinsip pemberian otonomi kepada daerah-daerah di seluruh 

wilayah NKRI. Pemberian otonomi kepada daerah-daerah dimaksudkan agar 

penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan di daerah dapat terlaksana secara 

efektif, memberi kesempatan kepada daerah-daerah untuk berperan aktif, atas dasar 

prakarsa sendiri, dengan memberi kesempatan partisipasi masyarakat sebagai 

perwujudan demokratisasi, menumbuh kembangkan daya saing antar daerah secara 

sehat dan bertanggung jawab. Daerah-daerah otonom diharapkan akan mampu 

menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sesuai dengan maksud dan tujuan 

pemberian otonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain 

dilatarbelakangi oleh kepentingan penyelenggaraan urusan pemerintahan, juga 

dilatarbelakangi oleh tuntutan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat 
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desa/kelurahan untuk memudahkan percepatan pelayanan di bidang pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan.  

       Sebagai tindak lanjut dari keinginan pemerintah untuk memudahkan dan 

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan untuk mengakomodir tuntutan 

pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat desa/kelurahan, maka Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatur perihal pokok-pokok 

persyaratan pembentukan kecamatan, susunan organisasi dan tata kerja kecamatan 

sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, serta tugas Camat sebagai pimpinan 

kecamatan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut 

selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang 

Kecamatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ini selain mengatur 

persyaratan pembentukan kecamatan, juga mengatur secara limitatif tugas Camat 

sebagai pemimpin kecamatan. Peraturan Perundang-Undangan ini merupakan dasar 

hukum pembentukan kecamatan.  

       Maksud dan tujuan dari pengaturan persyaratan-persyaratan pembentukan 

kecamatan adalah untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan tuntunan kebutuhan pemerintah 

desa/kelurahan dan masyarakat desa/kelurahan. Selain itu, juga bertujuan untuk 

memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pembentukan kecamatan, dan 

bagi pemerintah desa/kelurahan serta masyarakat desa/kelurahan dalam wilayah 

kabupaten/kota. Hal yang terpenting dari sisi kepastian hukum adalah ketertiban atau 

keteraturan dari proses pembentukan kecamatan. Pelaksanaan pembentukan 

kecamatan tidak boleh tergesa-gesa hanya karena pengaruh desakan tuntutan 

pemerintah dan masyarakat desa/kelurahan. Ketertiban yang dimaksudkan itu 
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mencakup tertib penggunaan anggaran, tertib manajemen kepegawaian, tertib tugas 

camat, dan tertib pengadaan sarana prasarana pendukung. Sedang dari sisi 

kemanfaatan, pembentukan kecamatan itu tepat sasaran, efektif, berdaya guna, dan 

berhasil guna untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 

penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Untuk 

menjamin terwujudnya kepastian hukum dan kemanfaatan pembentukan kecamatan 

maka peraturan perundang-undangan mengatur secara rinci persyaratan-persyaratan 

pembentukan kecamatan. 

       Persyaratan-persyaratan pembentukan kecamatan meliputi persyaratan dasar, 

teknis, dan administratif. Persyaratan dasar mencakup jumlah penduduk minimal, luas 

wilayah minimal, usia minimal kecamatan, jumlah minimal desa/kelurahan yang 

menjadi cakupan. Persyaratan teknis mencakup kemampuan keuangan daerah, sarana 

dan prasarana pemerintahan, dan persyaratan teknis lainnya. Persyaratan administratif 

mencakup kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi 

kelurahan. Jika ditinjau dari jenis-jenis persyaratan itu maka pembentukan kecamatan 

tidak hanya  membangun kantor kecamatan tetapi mencakup pula penataan susunan 

organisasi kecamatan, dan tugas Camat sebagai pimpinan kecamatan.  

       Meskipun persyaratan-persyaratan itu telah diatur secara ketat, namun dalam 

implementasinya terkadang lebih mengutamakan persyaratan administratif  yang 

berintikan tuntutan kebutuhan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat 

desa/kelurahan dari pada persyaratan dasar dan persyaratan teknis. Hal ini disebabkan 

oleh adanya desakan dari kalangan pemerintah desa/kelurahan dan tokoh-tokoh  

masyarakat desa/kelurahan yang menginginkan segera dilakukan pembentukan 

kecamatan karena dirasakan pelayanan masyarakat oleh kecamatan yang ada masih 

mengalami kesulitan dari segi jangkauan karena jarak dan waktu tempuh yang cukup 
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jauh dan menggunakan waktu yang cukup lama pula yang mengakibatkan kelambatan 

pelayanan kepada masyarakat. Selain tuntutan  pembentukan kecamatan, juga disertai 

dengan tuntutan untuk tempat ibu kota kecamatan. Bahkan tidak jarang terjadi 

gesekan antar masyarakat hanya karena perebutan desa atau kelurahan yang akan 

dijadikan ibu kota kecamatan. Untuk memenuhi tuntutan pemerintah desa/kelurahan 

dan masyarakat desa/kelurahan maka pemerintah kabupaten/kota melakukan 

pembentukan kecamatan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  Persyaratan-

persyaratan pembentukan kecamatan seperti persyaratan dasar dan persyaratan teknis 

tidak lagi diterapkan secara utuh dan menyeluruh, tetapi lebih mengutamakan 

persyaratan administratif berupa tuntutan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat 

desa/kelurahan.  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 hanya mengatur persyaratan-

persyaratan pembentukan kecamatan, tetapi tidak mengatur mekanisme atau tata cara 

pembentukan kecamatan. Dengan tidak adanya pengaturan mekanisme atau tata cara 

yang dimaksud, maka hal ini pula yang turut mempengaruhi pelaksanaan 

pembentukan kecamatan yang tidak menerapkan persyaratan-persyaratan secara utuh 

dan menyeluruh. Keadaan seperti ini cepat atau lambat, akan  berdampak pada sisi 

kepastian hukum dan kemanfaatan pembentukan kecamatan yang tidak sesuai dengan 

yang diharapkan, sehingga pada gilirannya, tujuan pembentukan kecamatan untuk 

memudahkan dan mendekatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan 

asas otonomi dan tugas pembantuan, dan pelayanan kepada masyarakat juga tidak 

sesuai dengan yang diharapkan.  

       Berdasarkan realitas tentang pembentukan kecamatan sebagaimana dikemukakan 

di atas maka penulis melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan batasan dan 
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ruang lingkup penelitian pada judul skripsi, yaitu :  “Tinjauan Yuridis Tentang 

Pembentukan Kecamatan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 

Tentang Kecamatan”. 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah  

       Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, maka dirumuskan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah persyaratan-persyaratan pembentukan kecamatan Menurut 

Peraturan Pemerintah  Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan ? 

2. Bagaimanakah mekanisme pembentukan kecamatan menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan  persyaratan-persyaratan 

pembentukan kecamatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 

Tentang Kecamatan. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan mekanisme pembentukan 

kecamatan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

       Hasil penelitian dan pembahasan diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan, yaitu : 
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1. Bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai bahan masukan 

untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan kecamatan di 

daerah kabupaten/kota.  

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota, sebagai bahan masukan dalam menyusun rencana pembentukan 

kecamatan, dan  mekanisme pembentukan kecamatan, terutama dalam hal 

menyeleksi persyaratan-persyaratan pembentukan kecamatan, serta proses 

pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan kecamatan. 

3. Bagi Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat desa/kelurahan, sebagai referensi 

untuk memahami persyaratan-persyaratan dan mekanisme pembentukan 

kecamatan.  

4. Bagi Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso dan/atau instansi yang 

berkepentingan, sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya 

tentang persyaratan-persyaratan dan mekanisme pembentukan kecamatan.  

5.  Bagi penulis, untuk menambah wawasan pengetahuan di bidang ilmu hukum pada 

umumnya dan Hukum Pemerintahan Daerah pada khususnya, serta menambah 

pengetahuan hukum di bidang pembentukan kecamatan di daerah kabupaten/kota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


